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ABSTAK

Skripsi i berjudul DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ( STUDI PUTUSAN NOMOR :
6/PID.SUS/2017/PN GRT ). Hakim adalah pejabat persidangan yang bertugas
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara, oleh karena itu rumusan
masalah dalam pencltian ini yaitu: 1. Norma perlindungan hukum terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum di Indonesia 2. Apa dasar pertimbangan hakim
menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidara pencurian dengan
kekerasan pada Putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT ). Penulisan skripsi ini
merupakan jens pencltian hukum kualitatif terhadap data normatif Jenis bahan
hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan bukum tersier. Hasil penelitian ini memmjukan bahwa norma perlindungan
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia di diatur dalam
beberapa Undang-Undang, antara hin Undang-Undang Nomor 11 talum 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Talum 2014
Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 78
talum 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Dan pada putusan pengadilan
negeri garut dalam memepertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan
halhal yang meringankan terhadap terdakwa, Undang-Undang Republk Indonesia
Nomor 48 Talm 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8 ayat (2)
mewajibkan hakim memperhatikan pule sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Norma Perindungan Hukum,

Pencurian Dengan Kekerasan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1angka 2 UU RI/No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak menjamin
bahwa anak dilindungi dalam segala upaya penegakan dan perlindungan anak dan
hak-haknya secara bermartabat dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap
anak memiliki hak bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,
dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan

pemerintah daerah.

Semua anak berhak untuk aman, dicintai, dirawat, dan dididik. Melindungi
anak-anak dari ancaman terhadap kesehatan dan perkembangan mereka adalah
prioritas utama. Perkembangan alami anak-anak diinginkan, seperti perlindungan
mereka dari potensi bahaya kriminal. Karena anak-anak merupakan populasi yang
rentan dan otonom, perlindungan hak-hak mereka bergantung pada hukum,
peraturan, Kkebijakan, upaya, dan kegiatan yang bekerja untuk menjamin realisasi
hak-hak mereka.! Perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta
penemuan dan inovasi pada era modern secara tidak langsung berkontribusi pada
menjamurnya dan beragamnya kejahatan sosial. Tingkat kenakalan remaja lebih
tinggi daripada populasi umum. Hak anak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar
kebahagiaan diabadikan dalam konstitusi negara kita, dan semua anak dilindungi

dari pelecehan dan pengabaian.

1 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hIm.2.



Kerangka saat ini untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan
kriminal tidak memadai dan harus direvisi. Menurut Barda Nawawi, lahirmya UUD
1945 menandai dimulainya reformasi hukum Indonesia yang terus berlanjut hingga
saat ini. Pembukaan UUD 1945 menjabarkan dasar dan tujuan yang ingin dicapali,
antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan
semesta berdasarkan Pancasila. Inilah arah kebijakan yang luas yang melandasi dan
membentuk tujuan sistem politk hukum Indonesia. Hal ini pula yang
melatarbelakangi upaya perubahan undang-undang, khususnya di bidang hukum

acara pidana dan penangkalan.?

Dengan demikian maka seluruh proses penyelesaian perkara pada anak yang
melakukan perbuatan pidana diatur sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pengaturan terhadap anak juga diatur
dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentunya sangat penting
pemerintah memperhatikan pengaturan mengenai perlindungan anak, terlebih
khusus mengenai pengaturan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan
pengaturan ini, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan
pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-

undangan secara nasional.

2 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan
Penyusunan KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), him.34.

3 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan
Restrorative Justice,( Bandung: Refika Aditama,2009), him.43.



Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak
yang Berkonflik. dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak,
tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan.
Peradilan anak, seperti pengadilan dewasa, hadir untuk mengadili dan memutus
kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Kerangka dan instrumen legislatif

yang lebih baik dan lebih lunak diperlukan untuk mempraktekkan pengasuhan dan

perlindungan anak.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh negara karena
merugikan negara, dan tanggapan negara terhadap tindakan i, ‘“Ultimate
Remedy”. Anak-anak juga rentan untuk mengambil sifat jahat dari orang dewasa.
Saat ini yang paling meresahkan adalah anak tidak hanya menjadi korban kekerasan

terhadap anak, tetapi juga menjadi pelaku kejahatan*

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukan gejala
yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu kejahatan anak yang melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat

yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi

4 Maidin Gultom, Perlindungan HukumTerhadap Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006),
him.7.



kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan

menyiksa orang lain.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365
KUHPidana, yang terletak dalam Buku Bab XXII tentang pencurian, yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap
menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan :

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu
atau pakaian jabatan palsu.

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang
diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kesuluruhan proses penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan Sistem Peradilan
Anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana bagi anak

pelaku tindak pidana, tetapi lebih memprioritaskan pada dasar pemikiran bahwa



penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana membantu mewujudkan kesejahteraan

anak pelaku tindak pidana®

Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim anak sangat penting dalam
penyelenggaraan peradilan bagi anak di bawah umur di Indonesia dan di tempat
lain. Keputusan hakim tentang apakah terdakwa di bawah umur benar-benar
melakukan pelanggaran akan bersifat final. Pertanyaannya, apakah anak di bawah
umur itu wajib melakukan perbuatan melawan hukum untuk diadili dan dinyatakan
bersalah. Jika terbukti bersalah, sebutkan sifat dan jumlah pelanggaran. Ketika
suatu pilihan harus dibuat di bawah paksaan. Kehidupan dan masa depan anak-anak
sangat dipengaruhi oleh keputusan pengadilan. Perhatian utama pengadilan anak
dalam menegakkan hukum pidana anak adalah kesejahteraan anak yang

bersangkutan.®

Meskipun secara yuridis semua hakim ialah pengelola kekuasaan yang
mempunyai wewenag kompetensi mengadili perkara, ternyata tidak semua hakim
dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Anak. Secara formal, Hakim
Anak ( Hakim yang dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak)
tersebut harus sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anak. Majelis Hakim juga dalam

5 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak
Di Indonesia, Cet. Ke I,( Yogyakarta: Genta Publishing , 2011), him. 1.

6 Sri Sutatiek, Hakim Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1,( Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),
him.1.



menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim haruslah hati-hati, cermat

dan matang.’

Sinopsis kasus dalam penelitian ini ialah anak yang berhadapan dengan
hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan
kekerasan yang dilaksanakan oleh anak dengan alat bukti berupa gelang emas
seberat 14 gram dan 1 buah sendok makan. di tangkap pada tanggal 6 Juli 2017
dan ditahan di penyidik 6 hari, perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri
Garut 7 hari, di kejaksaan 4 hari, kemudian proses di Pengadilan Negeri Garut
selama 4 hari. atas perbuatannya anak yang berhadapan dengan hukum terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan
kekerasan . Amar putusan menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dengan pidana penjara selama 7 bulan di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Bandung LPKA) di Bandung.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis melaksanakan
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “Dasar Pertimbangan
Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” ( studi putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN

GRT).

7 Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Alat Pembuktian Dalam Proses Pidana,
(Yogyakarta: Liberty, 2001), him. 13.



B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah sebagaimana sudah dijelaskan diatas,

maka yang menjadi permasalahan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Norma perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum di indonesia ?

2. Apa dasar pertimbangan hakim menjatunkan pidana terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan

Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT )?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Bagaimana norma perlindungan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di
indonesia ( studi putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT )
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim menjatunkan pidana
penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan

kekerasan (studi putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT )

D. Manfaat Penelitian
Selain tujuan yang telah diungkapkan diatas, penulisan skripsi ini juga

memiliki manfaat. Adapun manfaat penelitian yang dapat dilakukan berupa:

1. Manfaat teoritis
Penulis skripsi ini memiliki harapan besar untuk potensinya untuk
pengetahuan lebih lanjut di bidang hukum pidana dengan memberikan

informasi kepada hakim yang dapat mereka gunakan saat memutuskan



apakah atau tidak untuk menemukan remaja bersalah atas perampokan
dengan kekerasan.
2. Manfaat praktis
Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam
rangka pengembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran
bagi lembaga peradilan dalam menjatuhkan pidana penjara untuk anak

sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini  adalah penjelasan  penelitian  yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi

area penelitian.

Agar pembahasan tidak terlalu luas penelitian ini membatasi pada putusan
kasasi nomor 6/PID.SUS/2017/PN GRT sedangkan putusan banding dan putusan

tingkat pertama bukan merupakan hak yang dikaji dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori perlindungan hukum
Perlindungan Hukum adalah Untuk memastikan bahwa individu lain
diberikan perlindungan yang dijamin oleh hukum, yang memungkinkan
mereka untuk sepenuhnya menggunakan hak hukum mereka. Rasa aman

jasmani dan rohani terhadap gangguan dan bahaya dalam bentuk apapun



diberikan oleh perlindungan hukum yang terdiri dari berbagai upaya hukum

yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli
akan tetapi penulis menggunakan Teori dari Philipus M Hadjon. Hajun
mendefinisikan  perlindungan hak asasi manusia sebagai penjagaan
kehormatan dan kebebasan seseorang dari tindakan pemerintah yang
sewenang-wenang. Menurut sifatnya, Hadjon lebih lanjut
mengklasifikasikan perlindungan hukum rakyat sebagai preventif atau

represif.

Arti  perlindungan preventif adalah hal ini dilakukan agar
masyarakat dapat menyuarakan keprihatinan mereka sebelum keputusan
pemerintah dibuat, sehingga mengurangi kemungkinan ketidaksepakatan.
Oleh karena itu, tujuan keamanan represif adalah untuk mengakhiri
argumen. Kewajiban negara atas perlindungan hukum adalah untuk
memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan untuk

mengejar hak dan kepentingannya yang sah.?

8 Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum,
https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan -hukum-contoh--dan-cara-me mperolehnya-
[t61a8a59ce8062?page=all Diakses pada 27 Januari 2022.
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2. Teori kebebasan hakim
Menurut Yahya Harahap, Independensi hakim tidak mutlak,
bagaimanapun, dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan metode

apapun dengan arogansi kekuasaan:®

1. Hukum yang bersumber dari kaidah hukum yang baik dan benar
diterapkan untuk memutus perkara sesuai dengan asas dan staiute icw
harus berlaku (ketentuan hukum harus berlaku).

2. Jika suatu ketentuan hukum tidak memiliki kemampuan untuk membela
kepentingan umum, maka harus ditafsirkan dengan benar menggunakan
teknik interpretasi yang baik (sistematis, sosiologis, linguistik,
analogis, atau lainnya), atau keadilan harus didahulukan sebelum
peraturan.

3. Ecjuity mus!prevcti! konsep yang dianut dalam implementasi ini.
Mencari dan menemukan nilai-nilai  ekonomi, moral, agama,
seremonial, dan adat melalui teori hukum, norma hukum tidak tertulis
(hukum adat), khususnya yurisprudensi, dan teknk ‘realisme”
(keadilan harus diutamakan).

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori — teori yang ada
yaitu :
1. Kebebasan Eksistensial, hakim dalam menegakkan hukum dan

keadilan. Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti

° M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005), hlm 60-61.
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lepas dari segala kewajiban, kekhawatiran dan tanggung jawab,
melainkan  kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku
manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan
hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai
kebebasan sebagai manusia.

Kebebasan eksistensial melingkupi seluruh  keberadaan
manusia konkret. Dengan kata lain kebebasan menyeluruh yang
menyangkut selurun pribadi manusia dan tidak terbatas pada
salah satu aspek saja. Kebebasan ini terutama merupakan suatu
ideal atau cita-cita yang bisa memberi arah dan makna kepada
kehidupan manusia. Pada hakikatnya kebebasan eksistensial
terdiri dari kemampuan manusia untuk menentukan dirinya
sendiri.

2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika
Profesi. Suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada
kemandirian Kekuasaan Kehakiman di indonesia ditekankan
pemahaman tentang apa yang disebut dengan “the dynamic of the
rule of law in the modern age” yang artinya “aspek — aspek

dinamika Rule Of Law dalam era modern”.10

10 Arbijto, Kebebasan Hakim Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegious,(
Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2000, him 95.
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G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian mempunyai peran yang amat penting dalam

penyusunan karya ilmiah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan
penelitian  hukum kualitatif terhadap data normatif. Menurut Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji mendeskripsikan penelitian hukum normatif
adalah penelitian hukum yang di buat dengan cara mengkaji bahan Pustaka
atau data sekunder'! Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap
Putusan Nomor 6/PID.Sus/2017/PN GRT peraturan perundang-undangan
tertentu, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Metode penelitian dan konseptual yang diambil disini,

yang berarti kajian tentang perspektif doktrin hukum yang diciptakan dalam

Singkat,

11 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), him. 13-14.
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ilmu-ilmu  hukum, memiliki fokus dan tema utama dalam banyak asas

hukum yang ditelaah!?

3. Jenis Bahan Dan Sumber Bahan penelitian

Sumber bahan yang dipakai yaitu data skunder yang terbagi jadi:

a. Bahan hukum primer terdiri dari bahan — bahan hukum yang
mengikat dimana data tersebut terdiri dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri
Garut Nomor : 6/pid.sus/2017/pn grt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, vyaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder di dapatkan dengan menggunakan studi
kepustakaan buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil
karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan penelitian.
Bahan hukum sekunder, berbentuk pengumuman mengenai hukum
yang bukan dokumen resmi terdiri dari jurnal hukum, buku teks,
komentar atas putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-

undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam penyusunan

12 Jhony Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative, Cet, I1l,( Malang:
Bayu Media Publishing, 2007). him 300
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peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian atau

pendapat pakar hukum.3

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan
pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan

tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder. Semacam

kamus, website dan ensiklopedia.l*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu studi kepustakaan dan putusan hakim Studi kepusatakaan dilakukan
untuk mendapatkan badan hukum sekunder vyaitu buku buku yang
berhubungan dengan objek penulisan.’® Dalam proses pengumpulan data
penelitian kepustakaan, maka penulis menganotasi putusan hakim. Sumber

bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum,

dan penelusuran melalui teknologi informasi.

5. Analisis Bahan Penalitian
Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah
analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk suatu kalimat yang terstruktur dan tidak tumpang

tindin sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

13 Derita Prapti Rahayu Dan Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 1,( Yogyakarta:
Thafa Media, 2020), hlm. 88

14 1bid

15 Sperjono Soekanto, Op.cit.
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analisis. Jadi analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang
bersumber dari bahan hukum berdasarkan sumber pada konsep, peraturan
perundang-undangan, teori, prinsip hukum, doktrin, pendapat pakar atau

pandangan peneliti sendiri.1®

6. Penarikan Kesimpulan
Penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif dalam melakukan

penarikan kesimpulan. Cara berpikir induktif merupakan suatu cara berpikir

dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

16 Ishag, Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Alfabeth, 2017), him.70
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